5.1

BABV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pada Praktik Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan di Apotek Sinar Amandit
Farma pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 11 Juli 2021, dapat
disimpulkan bahwa:

1.

Praktik kerja profesi apoteker di apotek dapat meningkatkan
pengalaman dan pengetahuan calon apoteker dalam
memahami tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung
jawab apoteker dalam bidang pelayanan kefarmasian di
apotek.

Praktik kerja profesi apoteker di apotek sangat membantu
dalam mengasah keterampilan calon apoteker untuk
melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

Praktik kerja profesi apoteker di apotek dapat memberikan
gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan
kefarmasian dan cara penyelesaian permasalahan yang
terjadi di apotek tersebut.

Praktik kerja profesi di apotek sangat membantu dalam hal
mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja

sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
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5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya Praktik
Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sinar Amandit Farma adalah:
1. Pelaksanaan PKPA di apotek yang dilakukan dalam kurun
waktu 3 minggu memerlukan pertimbangan untuk penambahan
perpanjangan waktu agar calon apoteker dapat menambah wawasan,
pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan
kefarmasian di apotek.
2. Dalam sistem penyimpanan obat pada apotek sebaiknya
diberikan label Look Alike Sound Alike (LASA) sehingga dapat
mengurangi kesalahan dalam pengambilan obat.
3. Perlu dilakukan pengukuran suhu pada lemari pendingin
secara berkala untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian suhu.
4, Perlu dilakukan  peningkatan kegiatan  pelayanan
kefarmasian seperti konseling, dokumentasi Patient Medication
Record (PMR), pemantauan terapi obat (PTO) dan pelayanan

kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care).
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